
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
lombaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahon 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang 
Pajak Oaerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nornor 296. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Hornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

: bahwa memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2009 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, pertu ditetapkan 
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2008. 
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Nepotisrne (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kola Tosikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, 
T ambahan Lembaran Negara Nomor 4117); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
(Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

11. Undang-Undang ·Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 443n. sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentanQ Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
{Lembaran Negara T ahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 41.38); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
lembaran Negara Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 
sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas 



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 T entang Kedudukan 
Protokoler dan Keoangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor47, Tambahan Lembalan Negara Nomor4712 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503}; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
lembaran Negara Nomor 4574); 

20. Peratumn Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 
T ambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 45n); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

24. Peraturan Oaerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2006 Nomor 70); 

25. Peraturan Oaerah Kata Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kata T asikmalaya; 

' 
26. Peraturan Oaerah Kota T asikmalaya Nomor 8 T ahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; 

27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 T ahun 2008 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota 
Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kata 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89). 

28.P~uran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah Kola 
Tasikmalaya Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96). 

29. Peraturan Oaerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2008; 

30. Peraturan Daerah Kata Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2008. 

31. Peraturan Daerah Kota TasikmaJaya Nomor .. . . . . Tahun 2009 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2008 Pertanggungjawaban Pelaksanaan 



Ri11ukmmn laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lol.>ll I l11111ut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 3 

H111ukmu111 luporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
cl11l11111 I umpiran I Peraturan Walikota ini. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas: 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 65. 715.623.638.61 
b. Dana Perimbangan Rp. 496.122.943.482,00 
c. Lain-Lain Pendapatan Rp. 55.201.742.375,00 

Yang Sah 
Jumlah Pendapatan Rp. 617.040.309.495,61 

2. Belanja 
a. Belanja Tldak langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 304.961.112.278,00 
2) Be&anja Bunga Rp. 6.600.501,00 
3) Belanja Subsidi Rp. 
4) Belanja Hibah Rp. 18.036.631.275,00 
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 30.392.033.540,00 
6) Belanja Bantuan Rp. 

Keuangan 
6) Belanja Tidak T erduga Rp. 

Rp. 353.396.377.594,00 
b. Belanja langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 57.454.255. 957, 00 
2) Belanja Barang dan Rp. 111.929.27 4.685,42 

Jasa 
3) Belanja Modal Rp. 109.898.561.015,50 Rp. 279.282.091.657,92 

Jumlah Belanja Rp. 632.678.469.251,92 
Surplus/ .(Oefisit) Rp. (15.638.159.756,31) 

3. Pernbiayaan 
a. Penerimaan Rp. 71.434.007.237,83 
b. Pengeluaran Rp. 3.285.598. 712,00 
Pembiayaan Neto Rp. 68. 148.408.525,83 
~,1M Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp. 52.510.248. 769,52 ----· ~-- .... 

Pasal2 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008. 

Mrn 111l1111ko11 

MEMUTUSKAN: 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2008. 



SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

Diundangkan di T asikmalaya 
pads tanggal ;; Jopi()1nhc1· (,()"J 

Agor setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini cJot1gan penempatannya dalam Berita.Daerah Kota Tasikmalaya. 

l'tt111h111111 Walikota ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

Pasal6 

Lampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang 
tid, ak h trpisahkan dari Peraturan Walikota i_ni. 

Pasa15 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

Pasal4  


